Menimbang

Mengingat :

BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI SIDOARJO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang
Penerapan Standart Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1
SeriE) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010
Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor
3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010
Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri B, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
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Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 2
Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2012 Nomor 4 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor
5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33);
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 34);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 35);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 tentang

Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2013
tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1
Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 39);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015
tentang Perubahan  Anggaran Pendapatan  dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);
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57. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun

58.

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 1
Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.335.283.958.792,70
b. Dana Perimbangan Rp. 1.690.087.946.119,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 642.670.052.835.00
Jumlah Pendapatan Rp. 3.668.041.957.746,70
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 1.323.573.142.853,36
2) Belanja Bunga Rp. 0,00

3) Belanja Subsidi Rp. 0,00

4) Belanja Hibah Rp. 132.100.932.100,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 46.763.307.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 83.669.336.576,88
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 346.840.594.582,04
8) Belanja Tidak Terduga Rp 2.853.921.413.00

Rp. 1.935.801.234.525,28



b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja

Surplus/ defisit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
Rp. 583.992.202.843,64

Rp. 84.499.856.878,92
Rp. 821.320.659.095,87
Rp. 809.997.501.058.19
Rp. 1.715.818.017.032.98

Rp. 16.422.706.188,44

Rp. 582.812.496.655,20
Rp. 15.243.000.000.00
Rp. 567.569.496.655.20

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran | yang merupahkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih

lanjut kedalam penjabaran laporan realisasil anggaran.

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran Il merupahkan bagian Peraturan Bupati ini.



Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 11 September 2017
BUPATI SIDOARJO,
ttd
SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 11 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 66

NOREG PERBUP : 66 Tahun 2017



LAMPIRAN |: PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMO

TANGGAL

66 TAHUN 2017

: 11 SEPTEMBER 2017

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

NO. URAIAN Anggaran Setelah Realisasi Sisa Anggaran %
Perubahan
1 PENDAPATAN 3.389.966.737.239,00| 3.668.041.957.746,70 (278.b75.226.507,70) 108,20
1.1 Pendapatan Asli Daerah 1.203.799.439.005,00 1.335.283.958.792,70 {131.484.519.787,70} 110,92
1.1.1 |Pendapatan Pajak Daerah 686.820.000.000,00 735.767.679.182,50 (48.947.679.182,50) 107,13
1.1.2 [Pendapatan Retribusi Daerah 102.863.202.188,00 106.606.736.349,00 (3.743.534.161,00) 103,64
1.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 27.585.589.548,24 26.888.797.901,00 696.791.647,24 97,47
Dipisahkan
1.1.4 |Lain-lain Pendapatan Asli Daerah y ang Sah 386.530.647,268,76 466.020.745.360,20 (79.490.098.091,44) 120,57
1.2 Dana Perimbangan 1.526.130.415.098,00 1.690.087.946.119,00 (163.957.531.021,06) 110,74
1.2.1 |Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 172.847.871.000,00 157.448.130.456,00 15.399.740.544,00 91,09
1.2.2 |Dana Alokasi Umum 1.047.780.503.848,00 1.225.261.302.000,00 (177.480.798.152,00) 116,94
1.2.3 |Dana Alokasi Khusus 305.502.040.250,00 307.378.513.663,00 (1.876.473.413,00) 100,61
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 660.036.883.136,00 642.670.052.835,00 17.366.830.301,00 97,37
1.3.1 [Hibah 6.471.000.000,00 6.471.000.000,00 - 100,00
1.3.3 |Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 353.286.437.636,00 337.206.831.360,00 16.079.606.276,00 95,45
Lainnya
1.3.4 |Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 244.690.419.000,00 243.578.494.975,00 1.111.924.025,00 99,55
1.3.5 [Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah 55.589.026.500,00 55.413.726.500,00 175.300.000,00 99,68
Lainnya
Jumlah Pendapatan| 3.389.966.737.239,00| 3.668.041.957.746,70 (278.075.220.507,70) 108,20




NO. URAIAN Anggaran Setelah Realisasi Sfsa Anggaran %
Perubahan
2 BELANJA DAERAH 3.957.737.172.284,80 3.651.619.251.558,26 306.117.920.726,54 92,27
2.1 Betanja Tidak Langsung 2.041.524.138.520,27 1.935.801.234.525,2 105.722.903.994,99 94,82
58.290.130.201,75 95,78
2.1.2 |[Belanja Hibah 147.165.291.100,00 132.100.932.100,00 15.064.359.000,00| 89,76
2.1.3 |Belanja Bantuan Sosial 62.646.893.560,00 46.763.307.000,00 15.883.586.560,00| 74,65
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan 86.865.917.343,80 83.669.336.576,88 3.196.580.766,92| 96.32
Pemerintah Desa
2.1.5 |[Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota 350.822.398.461,36 346.840.594.582,04 3.981.803.879,32| 98.87
dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
2.1.6 |Belanja Tidak Terduga 12.160.365.000,00 2.853.921.413,00 9.306.443.587.00| 2347
2.2 Belanja Langsung 1.916.213.033.764,53 1.715.818.017.032,98 200.395.016.731,55| 89,54
2.2.1 |Belanja Pegawai 98.627.950.630,00 84.499.856.878,92 14.128.093.751 ;08| 85,68
2.2.2 |Belanja Barang dan Jasa 881.736.350.795,41 821.320.659.095,87 60.415.691.699,54| 93,15
2.2.3 |Belanja Modal 935.848.732.339.12 809.997.501.058,19 125.851.231.280,93| 86,55
Jumlah Belanja 3.957.737.172.284,80 3.651.619.251.558,26 306.117.920.726.54| 92,27
Surplus/Defisit (567.770.435.045,80) 16.422.706.188,44 (584.193.141.234,24) (2.89)




NO. URAIAN Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
Setelah
3 PEMBIAYAAN
3.1 |[PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1 |Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 574.241.435.045,80 574.241.435.045,80 100,00
Sebelumnya
3.1.3 |Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir 12.900.000.000,00 8.571.661.669,46 4.328.938.390,60| 66,44
Jumlah 587.141.435.045,80 582.812.496.655,20 4.328.938.390J60| 99,26
3.2 |PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.1 [Penvertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 19.371.000.000,00 15.243.000.000,00' 4.128.000.000,00 78,69
Jumlah 19.371.000.000,00 15.243.000.000,00' 4.128.000.000,00 78,69

Pembiayaan Netto

567.770.435.045,80

567.569.496,655,20

200.938.390,60

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

583.992.2.0'2.843,64

BUPATI SIDOARIO

ttd

SAIFUL ILAH




